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ABSTRACT
Law on Limited Liabilty Company determines the existence of social responsibilty and
corporate environments. Social responsibilty and environmental corporation. The purpuse of
the welfare state is to realize the welfare of society, one form of goverment intervention to
achieve this, through the estabilishment of laws that aim to give happiness to many people as
possible. This study uses descriptive research method is leterature study, so normative legal
research methods, and the type of research method is literature study, so that the data used
are secondary data in the form of qualitative data, in the form of legal materials, both
primary, secondary and tertiary. The method of analysis is a method of qualitative analysis.
In Indonesia it determiones the realize of corporate social responsibility since validity
Act No. 40 of  2007 in Article I paragraph (3) though Article 74. This provisian has been
upheld by the Constitutional Court Decision No. 53/PUU-VI/2008, become mandatory for
compainies engaged in natural resources or related natural resources to implement them.
The focus of thinking is, if the applicable law is the law to accommadate the justice of law
and provide legal certainty, then the law may provide that the maximum happiness for all
parties. This concept become the foundation of the concept of welfare state that seeks to
provide social welfare.
Keywords: corporate social responsibilty, welfare state.
A. Pengantar
Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek
hukum, pendukung hak dan kewajiban, karena hukum mengakui keberadaannya, dengan cara
melakukan pengesahan akta pendiriannya, yang harus dibuat dengan Akta Otentik, yakni akta
yang dibuat oleh notaris. Sekarang ini di Indonesia, pengesahan dari Perseroan Terbatas
dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran akta pendirian badan hukum di Departeman
Hukum dan HAM, dan Indonesia telah membentuk Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas pertama kali pada tahun 1995, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan kemudia dilakukan perubahan dengan dibentuknya Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menarik untuk dibahas adalah tentang fungsi sosial dari Perseroan Terbatas, yang
dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), yang
pada waktu pembentukan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
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2007 telah mendapatkan pengaturan yang jelas, sehingga ditetapkan adanya Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, bagi perusahaan yang bergerak di bidang Sumber
Daya Alam atau yang terkait.
Fungsi sosial perusahaan sangat dipengaruhi oleh Aliran Kantianisme, yang
memperoleh gagasan pokok dari Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Jean Jaquest
Rousseau yang pada pelaksanaanya menjembatani koersi sosial (paksaan sosial) dan
kebebasan individual dengan nilai-nilai penghargaan dan kerjasama. Di Indonesia secara
filosofis bahwa perusahaan memiliki fungsi sosial dilandasi oleh Falsafah Pancasila yang
dituliskan di dalam sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan
lebih lanjut diejawantakan di dalam Batang Tubuh UUD 1945, yakni Pasal 33.
Pasal 33 UUD 1945 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor53/PUU-
VI/2008, bahwa setiap kepemilikan atau atas suatu hak dapat berfungsi sosial. Hal ini dapat
dipahami sebagai pandangan yang mendukung atau berdasarkan prinsip legitimasi yang
menyatakan, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban sosial bagi perusahaan yang berada di
tengah tengah masyarakat untuk melepaskan diri dari prinsip individualistis.
Sesuai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka Pasal 1 ayat
3 juncto Pasal 74 Undang Undang No 40 tahun 2007 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53 /PUU-VI/2008 serta peraturan lain yang berkaitan adalah melaksanakan dasar
falsafah Negara Indonesia melalui perlindungan terhadap keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  53 /PUU-VI/2008 mengenai
kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah berdasarkan Teori Organ, sebagaimana
dikembangkan oleh Von Gierke, perihal Badan Hukum dalam menyatakan kehendaknya
termasuk kehendak untuk melaksanakan fungsi sosial.
Badan hukum dalam perspektif Teori Organ adalah tidak dianggap abstrak, fiktif dan
tidak nyata. Badan hukum adalah suatu kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia serta
mempunyai organ untuk menyatakan kehendaknya, dalam hal ini untuk melaksanakan fungsi
sosial Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Sejarah mengenai regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sejak
semula sudah dimunculkan dalam pandangan umum Pemerintah,  yang dalam hal ini diwakili
oleh Menteri Kehakiman, dan juga oleh seluruh Fraksi di DPR, dapat dilihat pada rapat
3pembahasan RUU tentang Perseroan Terbatas. Namun pada saat pengesahan ketentuan
mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak diatur secara khusus dalam Undang
Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam
perkembangannya diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 53
/PUU-VI/2008 yang mewajibkan agar ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun
2007 tersebut dilaksanakan dalam operasionalisasi Perseroan Terbatas.
Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini secara yuridis
tentunya mengikat bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun yang
terkait dengan sumber daya alam, bahkan untuk perusahaan BUMN secara khusus melalui
Permeneg BUMN No 236/MBU/2003 dan Per No 05/MBU/2007.
Pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun yang
terkait dengan sumber daya alam, terdapat kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan
bagi pekerjanya maupun pelayanan kesehatan bagi komunitas lokal di lokasi tempat
perusahaan tersebut menyelenggarakan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat
3 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan adanya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas yang didasari Pancasila maka secara eksplisit nampak bahwa suatu Perseroan
Terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun berkaitan dengan sumber daya
alam harus memiliki fungsi sosial terhadap komunitas setempat.
Fungsi sosial yang ada tersebut akan efek dampak domino yakni dengan  adanya
fungsi sosial bagi perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam
maupun terkait dengan sumber daya alam akan dipenuhi Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, dengan dilaksanakan tanggung jawab tersebut maka kualitas kehidupan
komunitas setempat akan lebih baik, dengan adanya perbaikan kualitas hidup melalui
pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan maka keberlangsungan
operasional perseroan menjadi lebih baik karena adanya dampak mutualisme dari pemenuhan
tanggung jawab tersebut dan pada akhirnya dengan adanya keberlangsungan yang positif dari
perusahaan maka pembangunan ekonomi akan meningkat.
Asas Kemanfaatan yang dikembangkan oleh Mazhab Utilitarianisme dilandasi oleh
prinsip keadilan sosial yang dikembangkan oleh Aristoteles, berpandangan bahwa manusia
selain makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Teori Keadilan Sosial yang
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sosial etis, pada formulasinya keadilan bertumpu pada tiga sari hukum yang dimaksud
sebagai prinsip keadilan utama, prinsip yang dimaksud adalah :oneste Vivere, alterum non
laedere, suum quique tribuere (Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan
memberi keadilan bagi tiap bagiannya). Prinsip keadilan merupakan patokan bagi apa yang
benar, baik dan tepat karena mengikat bagi semua orang dalam masyarakat termasuk
penguasa.
Selanjutnya dalam perkembangannya Teori Keadilan Sosial di atas disempurnakan
oleh Emil Durkheim menjadi konsep solidaritas sosial, yaitu bahwa falsafah dari hukum dan
keadilan adalah solidaritas sosial. Teori Emil Durkheim tentang keadilan sosial adalah tidak
ada masyarakat di manapun yang dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya
solidaritas itu sebagai tiang utama integrasi, yang dalam konteks pembentukan hukum oleh
Gustav Radbruch disempurnakan bahwa hukum untuk tujuan keadilan harus menumbuhkan
nilai kebaikan bagi semua manusia dengan di dalamnya terkandung nilai etis di dalam
hukum.
Jika dikaji lebih lanjut definisi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 Undang
Undang nomor 40 tahun 2007 tersebut bertujuan mengharapkan dengan adanya komitmen
yang dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
oleh perseroan maka dapat diperoleh kemanfaatan baik oleh perusahaan mupun oleh
komuunitas setempat sehingga dengan demikian juga bermanfaat bagi pemerinth sehubungan
dengan adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
B. Pembahasan
B.1 Sejarah Perseroan Terbatas
B.1.1 Sejarah Perseroan terbatas di Masa Hinda Belanda
Sejarah lahirnya Perseroan Terbatas (PT) atau Naamloze Venootschap (NV), berawal
dari lahirnya Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan dengan Octrooi
yaitu persetujuan dengan pemberian monopoli Staten General tanggal 20 Mei 1602, adapun
VOC lahir dari persekutuan 6 persekutuan dagang (handelscompagnieen). 1
Kemudian seperti yang dituliskan oleh Ridwan Khairandy yang mengutip pendapat dari
Rudy Prasetya:
1 Rachmadi Usman , Dimensi Hukum Perusahaan (Perseroan Terbatas), Penerbit Alumni Bandung 2004 hlm 9
5”Menurut Rudi Prasetya istilah Naamloze Vennootschap (NV) yang dulunya
digunakan dalam Pasal 36 KUHD secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama
(anonymous partnership). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16
KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan
perusahaan yang menjalankan perusahaan dengan bersama. Nama bersama atau nama
sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Dalam perkembangannya, ketentuan
larangan penggunaan nama ditentukan Pasal 36 KUHD di Belanda sudah
ditinggalkan” 2
Menurut Ella Gepken Jeger seperti dituliskan oleh Khairandy, di dalam kepustakaan
Hukum Belanda, VOC dianggap sebagai Perseroan Terbatas Publik pertama. VOC  memiliki
sejumlah karakter atau ciri yang memenuhi syarat Perseroan Terbatas yang dikenal saat ini.
Ciri utama adanya kesamaan VOC dengan Perseroan Terbatas adalah adanya sifat terbatas
tanggung jawab pemegang saham. Persamaan lainnya adalah berkaitan dengan modal VOC.
Modal VOC berasal dari para penanam modal. Modal yang berbentuk saham dapat
diperalihkan secara bebas. Para pemodal menikmati keuntungan VOC berupa deviden.3
Menurut Rudhi Prasetya istilah Perseroan Terbatas yang digunakan saat ini awalnya
dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap yang disingkat dengan NV. Bagaimana asal
muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT tidak dapat
ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan
di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.4
Istilah Perseroan Terbatas menurut HMN Purwosutjipto terdiri dari dua kata yaitu
perseroan dan terbatas, perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau
saham-saham, kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya
hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.5
Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007), yang
berlaku adalah het Wetboek van Koophandel voor Indonesie atau Kitab Undang Undang
Hukum Dagang yang diberlakukan sejak 1 Mei 1848 berdasarkan Statsblad nomor 1847-23.
Kitab Undang Undang Hukum Dagang merupakan pengejawantahan paham yang dominan
pada saat pembuatan Undang Undang tersebut pada tahun 1848, yaitu paham liberalistik dan
individualistik.
2
,Ibid 1  hlm.2.
3 Lihat Op.Cit 1 ; hlm. 20.
4 Ibid 1 hlm 1
5 Lihat ibid  1 hlm 1
6Pada tahun 1939 Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan Ordonantie op de
Indonesische Maatschappijj op Andeelen melalui Staatsblad nomor 1939-569, untuk
mengatur mengenai perdagangan namun masih mengejawantahkan kepentingan Kolonial
Belanda pada waktu itu, sehingga setelah Indonesia merdeka dan ditetapkan Pancasila
sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Undang undang Dasar 1945 sebagai Kontitusi
Republik Indonesia, baik het Wetboek van Kophandel voor Indonesie maupun Indonesische
Maatschappijj op Andeelen tentunya bertentangan dengan semangat perekonomian Bangsa
Indonesia.
Kedua produk hukum tersebut dilandasi oleh semangat liberalisme dan kapitalisme
yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, adapun dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal
56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (het Wetboek van Koophandel voor Indonesie yang
diberlakukan dengan Staatsblad 1847 nomor 23) dan berdasarkan Maskapai Andil Indonesia
( Ordonantie op de Indoneschie Maatschappij op Aandeelen diberlakukan berdasarkan
Staatsblad nomor 1939 nomor 569) tidak diatur mengenai fungsi sosial perusahaan, hal ini
dapat dipahami karena semangat dari pembentuk Undang Undang saat itu berbeda dengan
semangat yang terkandung dalam Pembukaan Alinea IV Undang Undang Dasar 1945, bahwa
tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah “ ...membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial... berdasarkan .........”
B.1.1 Sejarah Perseroan terbatas di Masa Orde Baru
Kitab undang Undang Hukum Dagang yang berlaku efektif pada 1 Mei 1848 (stb:
1847:23) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi nasional, hal ini
menunjukkan bahwa adanya urgensi untuk mengakomodir fungsi sosial perusahaan yang
merupakan pengejawantahan dari asas kekeluargaan menurut dasar dasar demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Sejalan dengan tujuan pembangunan Hukum Nasional sebagaimana dicanangkan
dalam GBHN antara lain bermaksud menggantikan produk produk hukum Zaman Kolonial
dengan produk Hukum Nasional, Menteri Kehakiman selaku pimpinan Daepartemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengesahan pendirian perseron terbatas, telah
mengambil prakarsa untuk menggantikan pengaturan mengenai perseroan terbatas yang
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nasional.6
Presiden menyetujui prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dituangkan dalam surat Wakil Sekretaris Kabinet Ismail
Saleh, S.H. Nomor B.3680/Waseskab/12/74 tanggal 21 Desember 1974. Berdasarkan
persetujuan tersebut, kemudian oleh Menteri Kehakiman dibentuk Panitia Interdepartemen
untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Peseroan Terbatas (RUUPT). Panitia
Interdepartemen ini antara lain beranggotakan orang–orang dari Mahkamah Agung,
Departemen Perdagangan, Departemen Kehakiman dan Sekretariat Kabinet.
Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas hasil penyusunan Panitia
Interdepartemen tesebut dengan surat Menteri Kehakiman tanggal 20 Oktober 1976 Nomor
158/SM/K/X/76 disampaikan kepada Presiden. Dengan diterimanya Rancangan Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas oleh Sekretariat Kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet
dengan surat tanggal 10 november 1977 Nomor B.2210/Setkab/AnI/11/77 yang dalam hal ini
diwakili oleh Kepala Biro Analisa dan Perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi, S.H.,
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman bahwa Rancangan Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas dikembalikan lagi kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan paraf
persetujuannya sebelum disampaikan kepada DPR. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa
Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang dimintakan paraf persetujuan
tersebut adalah Rancangan Undang-Undang setelah diadakan perbaikan sesuai dengan saran
Menteri Kehakiman dalam surat tanggal 16 Juni 1977 Nomor 099/SM/K/VI/77 dan surat
tanggal13 Juli 1977 Nomor YA.10/9/5.7
Selain itu dalam rangka memperoleh masukan guna penyempurnaan materi
Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Sekretariat Kabinet juga meminta tanggapan
kepada Menteri Keuangan dengan surat tanggal 10 November 1977 Nomor B-
2210/Setkab/AnI/II/1977. Permintaan tanggapan tersebut mendapatkan sambutan yang positif
dari Menteri Keuangan. Hal ini ternyata dengan adanya balasan Surat tanggal 4 Januari 1978
Nomor 5/13/MK.06/1978 dari Menteri Keuangan yang pada waktu itu dijabat Ali Wardhana.
Tanggapan yang diberikan berkaitan dengan adanya pemeriksaan perhitungan tahunan oleh
akuntan publik, jumlah modal yang disetor, jumlah modal yang ditempatkan, dan jumlah
minimum modal dasar .8
6 Op.Cit 1 hlm 9
7 Op.Cit 1 hlm 12
8 Op.Cit 1 hlm 14
8Dalam menanggapi Surat Sekretariat Kabinet tanggal 10 November 1977 Nomor
B.2210/Setkab/AnI/II/1977, ternyata menurut pandangan Menteri Kehakiman mengenai
Rancangan Undang-Undang yang telah diadakan perbaikan oleh Sekretariat Kabinet tersebut,
belum dapat diberikan paraf persetujuan, karena masih terdapat beberapa hal kesalahan ketik
maupun adanya beberapa saran dari Menteri Kehakiman sebagaimana diajukan dalam surat
tanggal 16 Juni 1977 Nomor Y.A.10/9/5 yang belum ditampung atau belum diadakan
perbaikan setelah tanggapan dari Menteri Kehakiman dengan surat tanggal 25 November
1977 Nomor 163/SM/K/XI/77 tersebut sepertinya penanganan atas Rancangan Undang-
Undang tentang Pereroan Terbatas  terhenti. Hal ini karena tidak ada tindak lanjutnya.
Sejalan dengan tujuan Pembangunan Hukum Nasional sebagaimana dicanangkan
dalam GBHN antara lain bermaksud menggantikan produk-produk hukum zaman kolonial
dengan produk Hukum Nasional, Menteri Kehakiman selaku pimpinan Departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas,
telah mengambil prakarsa untuk menggantikan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas
yang masih didasarkan pada het Wetboek van Koophanel dengan Undang-Undang Produk
Nasional
Setelah dua dekade berlalu sejak tahun 1971, yakni pada tahun 1991, Rancangan
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mulai ditangani kembali oleh Sekretariat
Kabinet dengan mengadakan rapat koordinasi antara Departemen Kehakiman, Kantor Menko
Ekuwasbang dan Sekretariat Kabinet. Hasil dari pembahasan dalam rapat Koordinasi tersebut
akhirnya dengan surat Wakil Sekretariat Kabinet yang dijabat oleh A. Hamid S. Attamimi,
tanggal 26 Juli 1991 Nomor R.97/Waseskab/ VII/91, Rancangan Undang-Undang tentang
Perseroan disampaikan kepada Menteri Kehakiman, untuk dimohonkan pertimbangan dan
paraf persetujuan.
Proses penanganan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mulai lagi
dengan disampaikannya Rancangan Undang-Undang tersebut oleh Wakil Sekretaris Kabinet
yang dalam hal ini dijabat oleh Bambang Kesowo, kepada Menteri Kehakiman dengan surat
tanggal 8 Januari 1994 Nomor B.004/Waseskab/I/1994. Dalam surat tersebut Wakil
Sekretaris Kabinet mengimbau mengingat proses penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas ini telah demikian lama, sekiranya Menteri Kehakiman
menyetujui untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
tersebut kepada DPR .
Sehubungan dengan itu, Menteri Kehakiman yang saat itu dijabat oleh Oetojo
Oesman, S.H., dengan surat Nomor M.UM.01.06-08 tanggal 31 Januari 1994 menyatakan
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dalam matrik yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, dapat
dikemukakan bahwa masih ada beberapa catatan yang secara rinci dituangkan dalam daftar
terlampir dan untuk mempercepat proses penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas tersebut kepada DPR, kebijakasanaan selanjutnya diserahkan kepada
Menteri Negara/ Sekretaris Negara dan Menteri Negara Sekretariat Kabinet
Setelah diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, akhirnya Rancangan
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada
DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/II/1994 tanggal 28 Februari 1994 untuk
dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuannya. Untuk keperluan
pembahasan di DPR, Presiden menugaskan kepada Menteri Kehakiman guna Mewakili
Pemerintah.
Perseroan Terbatas (PT). dalam sejarah perkembangannya, berada pada titik yang
tidal pernah berubah sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di
Hindia Belanda pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi (concordantie beginsel). Baru
pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.
Pembentukan UU Perseroan Terbatas pada tahun 1995 yang menggantikan aturan
yang diatur dalam het Boek van Koophandel, adalah upaya dalam rangka mengakomodir
perubahan aktivitas bisnis yang telah terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Beberapa praksis
bisnis kemudian diadopsi dan dikristalisasi sebagai norma-norma dalam UU No. 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian perubahan terjadi sesudah tahun 1995,
dan telah menjadi dasar pemikiran mengapa Pemerintah harus melakukan perubahan (lebih
lanjut) melalui UU No. 40 tahun 2007.
Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan Undang
Undang yang mencabut keberlakuan Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang Undang
Hukum Dagang (KUHD), perubahan tersebut dapat dipahami karena KUHD diberlakukan
berdasarkan asas konkordansi yang mulai berlaku sejak tahun 1848 sehingga substansi
tersebut telah banyak mengalami perubahan.
B.1.2 Sejarah Perseroan terbatas di Masa Orde Reformasi (Awal Regulasi
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)
Pada tanggal 16 Agustus 2007, Presiden Republik Indonesia mensahkan UU No 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU yang dimaksudkan untuk mengganti UU No. 1
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tahun 1995 diundangkan pada tanggal yang sama dengan pengesahannya dan dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2007 Nomor 106.
Perubahan dari UU No. 1 tahun 1995 menjadi UU No. 40 tahun 2007 adalah perubahan
yang sifatnya kontinu. Sebab, sejatinya pengaturan yang telah dilakukan dalam UU No. 1
tahun 1995 masih tetap dipertahankan, bahkan beberapa pengaturan yang dirasa masih kabur,
ambigú atau menimbulkan tafsir ganda telah diusahakan untuk diberi penegasan. Selain itu,
dilakukan (penambahan) terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan menjadi
fokus dalam tulisan ini.
Terhadap Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) lebih banyak
dipahami sebagai tanggung jawab yang ranahnya ada pada wilayah etis dan bersifat
philantropis. Sementara itu tanggung jawab sosial sebagaimana diatur pada Pasal 74 UUPT,
telah menjadi tanggung jawab hukum (liability). Selain itu, kalau dibaca secara cermat
rumusan Pasal 74 UUPT, menimbulkan impresi bahwa tanggung jawab sosial dimaknai
sebagai tanggung jawab kepada kelompok masyarakat tertentu, sehingga tanggung jawab ini
dipisahkan dari tanggung jawab lingkungan. Sehingga keduanya (sosial dan lingkungan)
harus disebut secara paralel.
Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang memiliki karakter sosial untuk
memisahkannya dengan tanggung jawab hukum (liability) dan tanggung jawab ekonomis.
Dengan demikian, apa yang dirumuskan dalam Pasal 74 UUPT tidak menggambarkan
persoalan yang tercakup dalam doktrin tanggung jawab sosial perusahaan.
Tindakan philantropis yang mewujud pada pemberdayaan masyarakat dan menaikkan
(derajat) kehidupan bersama merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etis yang dikembangkan
dalam dunia bisnis. Mewujudkan tindakan-tindakan philantropis kadang-kadang harus
menentang karakter tanggung jawab ekonomis, yaitu mencari laba, dan pelaksanaannya tidak
dapat dipaksakan sebab ranahnya diiluar tanggung jawab legal. Namun melalui panggilan
nurani, tanggung jawab etis yang mewujud dalam tindakan philantropis tersebut dilakukan
oleh perusahaan.
B.2 Sejarah Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
B.2.1.Sejarah Ketentuan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan
Terbatas
Dalam perkembangannya konsep mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan secara universal sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Mazhab Romantik.
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”Pemikiran filosofis Mazhab Romantik yang pada hakikatnya menjembatani
hubungan antara mereka yang berkuasa dan rakyat biasa. Pemikiran yang mendasari
Mazhab Romantik ini adalah orang yang hidup di jaman Abad XIX dipandang lebih
layak dan adil dari pada kehidupan di jaman berikutnya (Ancien Regime) yang
ditandai dan diwarnai dengan ketiaksetaraan dan kesewenang- wenangan dalam
bidang hukum. ” 9
Konsep mengenai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan reaksi atas paham
neo kapitalisme sebagaimana dikembangkan Friedman yang telah diuraikan di atas yakni satu
satunya tujuan perseroan hanya mencari keuntungan,  sedangkan masalah- masalah sosial
bukan merupakan tanggung jawab perusahaan melainkan merupakan tanggung jawab
Pemerintah.
Dalam paradigma Mazhab Romantik bahwa praktik perusahaan sebagaimana paham
Neo Kapitalisme tersebut akan menimbulkan praktik menjalankan perusahaan yang tidak
manusiawi dan tidak adil karena perusahaan hanya mengambil keuntungan tanpa
mempedulikan dampak usaha bagi tenaga kerja dan komunitas setempat serta kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan.
Berikut perbedaan prinsip antara Paham Ekonomi Neoliberalisme dan Ekonomi
Konstitusi.
NEO LIBERALISME EKONOMI KONSTITUSI
Mekanisme Pasar Bebas No Free Fight Liberalism
Liberalisasi Perdagangan No Etatism
Privatisasi (Penggunaan aset nasional oleh
swasta)
Menggunakan Sistem APBN terbuka dan
bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat (Pasal 23 UUD 1945)
Rezim pasar uang dan pasar modal Demokrasi Ekonomi (Pasal 33 UUD 1945)
Liberalisasi pasar tenaga kerja Hak-Hak Warga Negara (Pasal 27,28,31
UUD 1945)
Jaminan Sosial oleh negara (Pasal 34 UUD
1945) 10
Paham Neolibralisme tersebut sangat bertentangan dengan dasar perekonomian
Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh Sila V Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia serta Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik
Indonesia, yang menyatakan bahwa sistem perekonomian diselenggarakan atas dasar
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan.
9 John Gilisen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.  122.
10 Op.Cit 9 hlm. 39.
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Kesepakatan dalam UN Global Impact di Jenewa, Swiss, 2007, direspon oleh Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dimasukkan secara khusus dalam agenda
pembahasan Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara khusus diakomodir dalam Pasal 74 Undang
Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( sebagai pengganti Undang
Undang Nomor 1 tahun 1995).
Sesuai konstruksi hukum pada Pasal 74 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun
2007 bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dilaksanakan sesuai kepatutan dan
kewajaran, artinya dalam penyusunan Tanggung Jawab Sosial menggunakan konstruksi
Hukum Perdata sesuai Pasal 530 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Apabila Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan merupakan kewajiban perusahaan sebagai legal entity, maka
harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
Mengacu pada Pasal 530 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan
berkuasa diperlukan adanya itikad baik, mengingat Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan
perjanjian, maka sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
menyatakan, bahwa setiap perjanjin harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga dalam
menjalankan Perseroan Terbatas juga harus didasarkan atas itikad baik, sebagaimana Putusan
Hoge Raad tanggal 9 Februari 1923.11
Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat, memunculkan kesadaran baru tentang
pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai
entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, sehingga ter-alienasi atau
mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu
entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.
Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi
Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi
dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal,
nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur
perusahaan, Pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam
pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat
11 Lihat Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 16.
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dilaksanakan bersama. 12. Aturan hukum berfungsi untuk mengembalikan manusia pada
kodratnya sebagai makhluk sosial yang berbudi sehingga hukum dapat berfungsi sebagai
pengawal stabilitas keseimbangan sosial di tengah masyarakat dengan prinsip individu sosial:
1. ”Milik orang Lain harus dihormati .’Punyamu’bukan selalu ’punyaku’.Jika kita
pinjam dan Membawa keuntungan maka harus memberi imbalan.
2. Kesetiaan pada janji, kontrak harus dihargai.
3. Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian yang diderita.
4. Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran.” 13
Hukum yang berlaku berasal dari kesadaran manusia untuk bersosialisasi sebagai
makhuk sosial, bahwa terjadinya ketidakseimbangan itu semata mata karena gesekan gesekan
sosial dalam hidup bersama ketika belum ada aturan main mengenai sesuatu hal sehingga
dalam hal ini sangat mungkin terjadi pencideraan terhadap hak milik orang lain.
Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antar
manusia yang satu dengan yang lainnya.Hubungan antar manusia disebut hubungan sosial
(social relation), yang dimaksud dengan hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang
saling menyadari kehadiran masing-masing.14
Pemikiran fungsi sosial dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dimaksudkan
sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam
masyarakat hal ini dikarenakan kaidah atau norma selalu memuat pedoman mengenai
perilaku tertentu (dalam hal ini perilaku sosial).
Menurut Satjipto Raharjo bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya
dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat, modal pertama
untuk membangun suatu komunitas dan masyarakat adalah rasa saling percaya, tanpa rasa
tersebut yang ada hanyalah sejumlah manusia yang hidup dalam wilayah geografis yang
sama. Masyarakat sebagai kebersamaan itu dibangun di atas basis kepercayaan dan saling
membutuhkan selanjutnya dituangkan dalam hukum dalam pemahaman modern (peraturan
perundangan), yang mengakomodir fungsi sosial yang diperlukan, hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Francis Fukuyama yang menjelaskan bahwa dasar kehidupan masyarakat
12Log.Cit 11., hlm 7.
13Ibid 11,hlm 69.
14 Lihat Op.Cit 11., hlm. 3.
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adalah kehidupan bersama yng mengakomodir nilai nilai yang muncul sebagai bagian dalam
hukum.15
Menurut Lon L.Fuller seperti dikutup oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum itu
berasal dari manusia dan diperuntukkan bagi manusia sehingga semua penilaian hukum harus
berasal dari manusia dan berakhir pada manusia:
”the complex undertaking we call law requires at every turn the exercise of human
judgement , and that judgement must be exercised by human being for human being”
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Individu yang berkumpul dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat yang
didalamnya terdapat banyak kepentingan maka untuk saling mengatur kepentingan tersebut
agar tidak berbenturan satu dan yang lainnya maka dibuatlah suatu aturan yang berlaku
sebagai norma hukum.
“Hubungan masyarakat dan hukum dapat dipahami melalui adagium tentang
hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana pada satu abad sebelum masehi
dicetuskan oleh Cicero ,Ubi Societas , Ibi ius yang secara sederhana dapat memberi
gambaran yang lengkap tentang hukum dengan masyarakat. tiada masyarakat tanpa
hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk
mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan,
masyarakat – hukum – masyarakat. Hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk
masyarakat. Adagium ini dibenarkan oleh kenyataan kehidupan dari setiap
masyarakat.”17
Perbedaan logika dan mekanisme menyebabkan keadaan rawan terhadap benturan
antar subsistem dan harus dapat dikendalikan oleh hukum dalam fungsi integrasinya. Dalam
Pandangan Steeman seperti dituliskan oleh Bernard L Tanya, Et.All, bahwa apa yang secara
formal membentuk masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang
normatif, pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah
sistem sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.18
Seiring dengan amandemen Undang Undang Dasar 1945, pada Pasal 33, ditambahkan
bahwa penyelenggaraan ekonomi harus berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan, maka
negara harus segera mengimplementasikan amanat tersebut dalam aturan yang mengatur
15 Lihat Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku : Hidup yang baik ádalah dasar hukum yang baik, penerbit
Kompas Jakarta,2010 hlm. 6-7.
16 Ibid 15., hlm. 124.
17 Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi,Penerbit Genta Publishing  Jakarta 2010  hlm 146
18 Ibid 17 hlm 153
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penyelenggaraan aturan di bidang sumber daya alam tersebut, karena dalam hal ini pengatura
diperlukan.
Meskipun dalam perkembangaannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
mengalami amandemen, namun semangat yang terkandung di dalamnya tetap sama, yaitu
memberikan perlindungan kepada seluruh Bangsa Indonesia, sehingga Negara menjalankan
amanat ini dengan memikirkan pengaturan sektor usaha yang terkait dengan sumber daya
alam atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Pengaturan Pasal 33 dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 dilandasi
pemikiran filosofis mengenai penjabaran asas kekeluargaan dalam perekonomian bangsa
Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan oleh Para Pendiri Bangsa Indonesia bahwa
perekonomian di Indonesia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, hal ini berkaitan dengan
cita cita bangsa Indonesia, untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya sebagaimana dituangkan
dalam Mukadimah Alinea IV Undang Undang Dasar 1945, yang berisi uraian mengenai cita
cita Bangsa Indonesia.
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008, Mahkamah
Konstitusi berupaya membentuk perspektif, bahwa hukum sebagai sarana integrasi sosial
untuk mengintegrasikan perusahaan dan komunitas lokal. Dalam hal ini di,satu sisi sesuai
dengan Pasal 33 Undang undang Dasar 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, namun di sisi lainnya
swasta tetap diberikan kesempatan untuk mengolah sumber daya alam atau yang terkait
dengan sumber daya alam, namun disadari bahwa atas kegiatan operasional tersebut tentu
muncul dampak negatif sebagai akibat dari operasional tersebut, maka diwajibkan bahwa
perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun terkait dengan sumber daya
alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
Secara filosofis, Bangsa Indonesia memahami fungsi sosial dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 yaitu:
” Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur supaya bekehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaannya. ”
selanjutnya termaktub dalam Alinea 2:
” Kemudian daripada itu untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”
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"Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah
bertahan hidup (survive) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam
suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian
rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam  dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari
lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber-sumber daya
yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan
hidupnya.”19
Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru
tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai
entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau
mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu
entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.
Konsep pemikiran yuridis mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, diawali dari pemahaman bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang
bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga dengan demikian bahwa guna mendapatkan
keuntungan yang maksimal, perusahaan mempunyai paradigma untuk menekan biaya
serendah-rendahnya. Para Profesional  yang berada dalam organisasi perusahaan terikat
dengan duty of care sesuai dengan teori fiduciary duty yaitu para profesional tersebut harus
menjalankan perusahaan dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham.
World Bank Group menyebut definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai
komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan,
melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka,
komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-
cara yang bermanfaat, baik bagi  bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Dengan
demikian, dapat dikatakan  bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan suatu keharusan atau
kewajiban.
Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan
adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan
lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal,
maupun global. Di dalam pengimplementasiaannya, diharapakan agar unsur-unsur
19 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa Bandung 1980 hlm 29.
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perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan
keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan
bersama.
Pengaturan fungsi sosial yang belum diatur secara konkret dalam Undang Undang
nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas menyebabkan semangat yang mendasari
Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut di tingkat implementasi tidak dapat terwujud
dengan baik sebab secara normative tidak diatur secara teknis sehingga menyebabkan fungsi
sosial prusahaan tersebut tidak dapat diinterprestasikan secara tepat guna oleh kalangan usaha
serta tidak dapat dimaknai oleh komunitas lokal.
Dapat dipahami bahwa semangat pemerintah Indonesia melalui surat No
R.03/PU/II/1994 adalah bersamaan dengan Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua yang
pada tahun 1994 yang lalu menitikberatkan pada bidang ekonomi.
”Titik berat PJPT kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak
utama pembangunan , seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong
pembangunan di bidang lainnya. Sehubungan dengan itu GBHN 1993 telah
menetapkan sasaran pembangunan di bidang ekonomi yaitu terciptanya perekonomian
yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan
demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”20
Namun  setelah disahkan dan diberlakukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara khusus.
Selanjutnya dalam berbagai forum internasional senantiasa ditegaskan dan dibahas
mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan puncaknya pada forum UN global impact di
Jenewa Swiss 2007 seluruh negara peserta diwajibkan menunjukkan penerapan dan
pelaksanaan Tanggung jawab Sosial perusahaan.
Kesepakatan dalam UN global impact di Jenewa Swiss 2007 direspon oleh Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dimasukkan secara khusus dalam agenda
pembahasan Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya Tanggung
jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara khusus diakomodir dalam Pasal 74 Undang
Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( sebagai pengganti Undang
Undang Nomor 1 tahun 1995).
20 Op.Cit 19 hlm 254.
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Sesuai konstruksi hukum pada Pasal 74 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun
2007 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan sesuai kepatutan dan
kewajaran, artinya dalam penyusunan Tanggung jawab sosial menggunakan konstruksi
hukum perdata sesuai Pasal 530 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Apabila tanggung
jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan sebagai legal entity maka
harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagi biaya perusahaan.
B.2.2 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008
Selanjutnya setelah dua tahun diberlakukan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3 jucto Pasal 74 diajukan Uji Materiil ke Mahkamah
Konstitusi oleh kalangan Industri yaitu, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sebagai
Pemohon I; Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai Pemohon II; Ikatan
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai Pemohon III; PT Lili Padma sebagai Pemohon
I ; PT Apac Centra Centertex ,Tbk sebagai Pemohon  ; PT Kreasi Tiga Pilar sebagai
Pemohon IV.
Adapun Para Pemohon yang mewakili dunia industri mengajukan uji materiil
terhadap Pasal 74 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas dengan
alasan sebagai berikut :
1. Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (dalam hal
tidak adanya kepastian hukum).
”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
2. Bertentangan Dengan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 (dalam hal
adanya diskriminasi)
”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.”
3. Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 (dalam hal prinsip
efisiensi berkeadilan)
”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi
dengan Prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi Nasional.
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4. Bertentangan Dengan Pasal 22A Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 5 huruf c
dan huruf e Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan yaitu dalam hal:
a. Perumusan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Penjelasannya
tidak didukung oleh Naskah Akademik.
b. Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang
mekanisme pembentukan Perseroan (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian
antara jenis dan materi muatan dalam Undang Undang a-quo (melanggar asas
kesesuaian antara jenis dan materi) ;
c. Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan dalam proses pembentukannya telah
mengesampingkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik.
Dalam perkembangannya Majelis Hakim Konstitusi memutuskan menolak gugatan
tersebut, meskipun tidak dengan suara bulat dengan komposisi: 6 Hakim Konstitusi Menolak
Gugatan Penggugat dan 3 Hakim Konstitusi Mengabulkan Gugatan Penggugat, sehingga
Putusannya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Analisis yuridis pada Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53
/ PUU-VI/2008 yang bersifat final dan mengikat tersebut , keenam hakim yang menolak
permohonan Penggugat tersebut menggunakan pemikiran hukum yang multi logika dan multi
faset, dalam Teori Hukum sebagai multi logika yaitu bahwa hakikat hukum adalah keadilan,
hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan dalam masyarakat, sehingga hukum menunjuk
pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, karena tanpa
keadilan hukum merupakan kekerasan yang diformalkan, sehingga hukum dirasakan penting
ketika manusia dihadapkan pada keadilan, orang meminta keadilan pada Pengadilan, jadi
Pengadilan sebenarnya untuk keadilan21.
Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 juga sangat sejalan dengan
dimensi hukum yang digagas oleh Francois Geny yaitu bahwa dalam dunia praktek peradilan,
pengadilan yang dalam hukum analitis dianggap sebagai corong Undang Undang belaka
dalam pemikiran Francois Geny perlu didekonstruksi  dengan melibatkan libre recherce
scientifique yang bertopang pada tiga prinsip yaitu:
1. Otonomi Kemauan ;
2. Kepentingan umum ;
21 Op.Cit 19 hlm. 219.
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3. keseimbangan kepentingan. 22
Salah satu persamaan pandangan Francois Geny dan keenam hakim konstitusi dalam
memaknai Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu
para hakim tidak menilai sempurnanya regulasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan secara tekstual saja, kesamaan dengan pandangan Francois Geny juga terletak
pada pandangan Geny bahwa suatu Undang Undang tidak pernah sempurna
mempresentasikan keutuhan realitas masyarakat.
”Tidak logis untuk menarik begitu saja antara konsep-konsep umum yang abstrak dalam
undang-undang dengan kasus-kasus riil dalam dunia empiris. Banyak faktor dan variabel
yang harus dipertimbangkan dalam putusan sehingga tidak dapat hanya dilihat secara
literal yuridis saja, itulah sebabnya Geny mengusulkan agar langkah pertama yang harus
dilakukan adalah memperhatikan maksud pembentuk Undang-Undang waktu Undang-
Undang itu dibuat, situasi masyarakat pada waktu Undang-Undang itu dibuat, yakni
kebutuhan dan susunan sosial zaman. Pada saat yang bersamaan perlu pula diperhatikan
logika internal dan sistematika Undang-Undang itu sendiri.” 23
Dalam kasus judical review oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan nomor 53/PUU-
IV/2008 terdapat dissenting opinion (pendapat berbeda) dari tiga Hakim Konstitusi, yang
berbeda dengan alasan, bahwa Tanggung Jawab Sosial merupakan komitment dari dunia
usaha untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan sehingga dengan
demikian keberadaannya tidak dapat dipaksakan.
Dalam pandangan ketiga Hakim Konstitusi tersebut konsep triple bottom line (people,
profit, planet) didasari prinsip kesukarelaan, sehingga dengan demikian pelaksanaannya tidak
dapat dipaksakan, karena dalam konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut ISO
26000, selalu digunakan kata sebaiknya sehingga pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan,
sehingga dengan demikian ketiga Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda
(dissenting opinion) berpendapat, bahwa semestinya Gugatan Para Penggugat dapat
dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 a-quo
tidak mempunyai daya laku untuk mengikat umum.
Pemikiran ketiga Hakim Konstitusi tersebut sangat dilandasi oleh pemikiran Hans
Kelsen melalui teori hukum prinzip der zurechnung yakni: ’ bila hal ini terjadi, maka
seharusnya hal itu pula terjadi’, dengan kata lain bahwa jika hukum telah menentukan pola
perilaku tertentu maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditetapkan.
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22
. ibid 19 hlm. 199.
23Log.Cit 19 hlm 200.
24 Lihat Op.cit 19., hlm. 127.
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Mahkamah Konstitusi  dalam Putusannya Nomor 53/PUU-IV/2008 juga dapat
dipahami dalam pandangan Bredemeier dalam fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan
konflik konflik yang timbul dalam masyarakat25 dalam hal ini hukum menunjukkan
kedudukannya sebagai suatu institusi ( dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi) untuk
menjalankankan perannya sebagai intitusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses
proses yang berlangsung dalam masyarakat.
Peran hukum menurut Bredemeier tersebut menunjukkan sisi flexibilitas hukum yang
mengakomodir kepentingan ekonomi yang kemudian dikendalikan oleh hukum untuk
mereduksi konflik yang ada.
” Keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh subsistem hukum itu harus pula
menyumbang manfaat bagi sub sub sistem lainnya, legitimasi diperoleh dari
subsistem politik yang harus dijadikan modal kewenangan untuk menghasilkan
putusan putusan hukum yang yang dapat membantu pencapaian tujuan, sarana dan
modal diperoleh dari subsistem ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk melahirkan
putusan putusan yang cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamaika adaptasi
sumber sumber produksi ekonomi, sementara sumbangan moral dan nilai dari sub
sistem budaya harus dimanfaatkan untuk mendapatkan putusan putusan yang adil
sesuai pola pola ideal yang dikandung dalam budaya.hanya dengan cara itu subsistem
hukum benar benar dapat berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi
sistem” 26
Putusan Mahkamah konstitusi dalam permohonan judicial review Pasal 74 Undang
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan oleh kalangan usaha
dengan ditolaknya permohonan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga penegak hukum menunjukkan, bahwa sistem penerapan hukum harus terintegrasi
dengan subsistem lainnya sehingga hukum dapat berperan sebagai pengendali subsistem
lainnya.
Dalam Putusan Nomor 53/PUU-IV/2008 Mahkamah Konstitusi ingin menunjukkan,
bahwa hukum masih dapat menjadi sarana integrasi subsistem lainnya termasuk ekonomi
sehingga dengan Putusan Nomor 53/PUU-IV/2008 menunjukkan, bahwa hukum masih dapat
mengendalikan sub sistem dan kepentingan kepentingan lainnya, dan juga dalam putusan
tersebut juga mencegah konflik yang akan muncul, sehingga dalam hal ini hukum
menunjukkan eksistensinya.
25 Log.Cit 19, ,hlm 153
26 Op.cit 19., hlm. 254
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Dengan ditolaknya permohonan judicial review Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan oleh kalangan usaha, maka dengan
demikian eksistensi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas masih berlaku dan mengikat kalangan usaha (perusahaan yang menjalankan
usahanya di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam), maka setiap
perusahaan  yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau terkait dengan
sumber daya alam wajib menganggarkan pemenuhan Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan Perusahaan dalam biaya perusahaan sehingga dengan demikian komitmen
perusahaan terhadap kesejahteraan komunitas lokal dapat diwujudkan.
Dengan terwujudnya komitmen perusahaan terhadap komunitas lokal, maka dengan
demikian perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau terkait
dengan sumber daya alam dapat menjalin hubungan yang baik melaui sarana pemenuhan
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan demikian perusahaan mendapat
ijin sosial dari komunitas lokal di sisi lain komunitas lokal yang sebagaian besar juga pekerja
tersebut  juga mendapat manfaat dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan.
Pasal mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diakomodir dalam Undang
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara filosofis didasari oleh teori
hukum pada masa renaissance yaitu hukum sebagai kesadaran sosial oleh Hugo Grotius,
bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama serta memiliki rasio serta
naluri untuk hidup damai
Lebih lanjut dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan adalah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan
atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adapaun penganggaran biaya Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dihitung sebagai biaya yang besarannya memperhatikan
kepatutan dan kewajaran.
Rumusan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini terlihat sangat mengakomodasi pemikiran Hugo
Grotius, yakni hukum sebagai kesadaran sosial dengan empat unsurnya sebagaimana telah
diuraikan di atas.
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Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertujuan untuk
menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma dan budaya masyarakat setempat.
Paradigma dalam hal keterkaitan Pasal 74 Undang undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008
adalah konsep komunikasi hukum yang bertujuan membangun fungsi hukum sebagai sarana
pembangunan.
Konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan pertama kali disampaikan oleh
Mochtar Kusumaatmaja yang pada prinsipnya hukum diposisikan sebagai sarana untuk
menciptakan suatu kondisi yang mendukung ke arah pembangunan bangsa. Landasan hukum
sebagai sarana pembangunan ini dilandasi oleh pokok kebijaksanaan hukum nasional
sebagaimana tercantum dalam TAP IV/1973 yang menyatakan bahwa :
”...2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang
berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala
bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang
harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus
berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi...”
Dalam hal ini perangkat hukum dimaksudkan untuk menunjang upaya pembangunan
ke arah yang lebih modern namun tanpa mengorbankan cita cita kemerdekaan Bangsa
Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Alinea IV UUD 1945. Hukum
merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya
keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembauran itu merupakan sesuatu
yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008 dalam hal ini berperan untuk
memastikan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dinikmati atau manfaatnya
dapat dinikamati oleh seluruh tumpah darah Indonesia sehingga dapat dicapai tujuan
kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Alinea ke
IV Undang-Undang Dasar 1945.
C. Penutup
Bahwa Hakikatnya perumusan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam suatu
pasal yang konkret adalah upaya hukum untuk mengambil peranan mengendalikan
pertimbangan ekonomi dalam hal operasional perusahaan yang bergerak di bidang sumber
daya alam atau yang terkait dengan sumber daya alam terhadap pelaksanaan komitmen untuk
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membangun dan mewujudkan kesejahteraan komunitas lokal, sehingga demi mengawal
tujuan tersebut komitment dari perusahaan terhadap komunitas lokal dinormatifkan.
Melalui Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008, Mahkamah
konstitusi berupaya membentuk perspektif bahwa hukum sebagai sarana integrasi sosial
untuk mengintegrasikan perusahaan dan komunitas lokal. Dalam hal ini disatu sisi sesuai
pasal 33 Undang undang Dasar 1945 bahwa cabang cabang produksi yang penting dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat namun di sisi lainnya swasta tetap
diberikan kesempatan untuk mengolah sumber daya alam atau yang terkait dengan sumber
daya alam namun disadari bahwa aas kegiatan operasional tersebut tentu muncul dampak
negatif sebagai akibat dari operasional tersebut maka diwajibkan bahwa perusahaan yang
bergerak di bidang sumber daya alam maupun terkait dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Dari sudut sejarah hukum suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai
dengan berkembangnya hukum yang melindugi pihak yang lemah. Pada periode ini negara
memperhatikan tenaga keja dan komunitas lokal salah satunya melalui tanggung jawab sosial
perusahaan,Setelah memasuki masa kemerdekaan bangsa Indonesia bercita cita untuk
mensejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia dan hal ini dituangkan dalam alinea ke IV
Mukadimah Undang Undang Dasar 1945 dan selanjutnya diatur dalam batang tubuh Undang
Undang Dasar 1945 ayat 33 yang mengatur mengenai Bumi , Air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Pengaturan Pasal 33 dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 dilandasi
pemikiran filosofis mengenai penjabaran asas kekeluargaan dalam perekonomian bangsa
Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan oleh para pendiri bangsa Indonesia bahwa
perekonomian di Indonesia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan hal ini berkaitan dengan
cita cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya sebagaimana dituangkan
dalam mukadimah pasal IV Undang Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai cita cita
bangsa Indonesia.
Meskipun dalam perkembangaannya pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
mengalami amandemen namun semangat yang terkandung didalamnya tetap sama yaitu
memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga negara menjalankan
amanat ini dengan memikirkan pengaturan sektor usaha yang terkait dengan sumber daya
alam atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Seiring dengan amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pada pasal 33 ditambahkan
bahwa penyelenggaraan ekonomi harus berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan maka
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negara harus segera mengimplementasikan amanat tersebut dalam aturan yang mengatur
penyelenggaraan aturan di bidang sumber daya alam tersebut, karena dalam hal ini pengatura
diperlukan .
Dalam konteks regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan peragkat hukum
yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan adalah Pasal 74 Undang undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk mengatur dan memformalkan
komitmen dan kewajiban perusahaan terhadap komunitas lokal.
Sebelumnya tidak diaturnya fungsi sosial secara konkret ini menyebabkan pada
periode ini (masa kurun waktu berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1995) fungsi
sosial tidak dapat diimplementasikan dengan baik yang berakibat pada tidak dapat
dieleminirnya konflik konflik yang terjadi antara perusahaan dengan komunitas lokal sebab
dengan tidak adanya panduan pada fungsi sosial perusahaan maka timbul kesulitan bagi
perusahaan untuk menerapkan, akibat tidak adanya panduan sehingga tidak terlaksana
tersebut maka menjadi tertundanya / tidak berfungsinya fungsi sosial perusahaan.
Fungsi sosial perusahaan dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat berperan sebagai
sarana pengeliminir konflik sosial selain itu juga berperan sebagai alat bagi perusahaan untuk
menjaga sustainability ( kontinuitas usaha) sebab jika fungsi sosial dapat berjalan dengan
baik maka ”ijin sosial” dari perusahaan untuk dapat beroperasi dapat diberikan oleh
komunitas lokal .
Ijin sosial tersebut dapat diberikan oleh komunitas lokal disebabkan karena dengan
dapat berperannya fungsi sosial perusahaan maka rasa memiliki komunitas lokal terhadap
perusahaan yang beroperai tersebut dapat disebabkan karena komunitas lokal merasakan
manfaat daripada beroperasinya perseroan terbatas tersebut yang meskipun dalam
operasionalnya timbul dampak negative namun karena berperannya fungsi sosial perusahaan
tersebut maka reaksi atas dampak negative tersebut dapat dieleminir.
Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 /PUU-VI/2008 yang menyatakan
bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan padanan kata yang digunakan di
dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk penggunaan
istilah Corporate Social Responsibility (CSR)..Sedangkan definisi yuridis dari Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sesuai pasal 1 ayat 3 Undang Undang
Nomor 40 tahun 2007 adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
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